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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika 
IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini diambil secara stratifilied random 
sampling yakni sebesar 85 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian 
menunjukkan tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masuk dalam kategori cukup patuh. Namun, kualitas 
tingkat kepatuhan terhadap hukum masih dalam taraf compliance atau menghindari sanksi atau hukuman. 
Maka, efektivitas berlakunya suatu aturan hukum atau perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 masih rendah. Hasil angket yang disebarkan pada siswa diketahui bahwa ada tiga 
faktor yang melatarbelakangi siswa mematuhi hukum yakni (1) adanya rasa takut terhadap sanksi dan 
tindakan petugas kepolisian bila ia melanggar peraturan, (2) adanya kesadaran dari diri sendiri bahwa 
menaati peraturan lalu lintas sangat penting untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain, dan (3) 
adanya  sikap saling menghargai dan menghormati antar pengguna jalan. Selain itu diketahui juga ada 
beberapa faktor yang menyebabkan siswa tidak patuh pada hukum yakni terburu-buru, keadaan (mendesak 
atau darurat dan terpaksa), dan faktor lupa. 
Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Etika Berlalu lintas, dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Abstract 
This study aims to describe how the level of compliance of the law of school students Kartika IV-
3Surabaya of the traffic ethics according to Law No. 22 of 2009. This research is descriptive quantitative. 
The samples taken with technique stratifilied random sampling is equal to 85 students. Data was collected 
through questionnaires and documentation. The analysis technique used in this study is a descriptive 
analysis of the percentage of. The results showed high levels of compliance of the law students Kartika IV-
3 Surabaya of the traffic ethics according to Law No. 22 of 2009 in the category of pretty obedient. 
However, the quality level of compliance with the law is still in the stage of compliance or avoiding 
sanctions or penalties. Thus, the effectiveness of a rule of law or enactment of legislation in this regard the 
Act No. 22 of 2009 is still low. The results of a questionnaire distributed to the students aware that there are 
three factors behind students comply with the law (1) the fear of sanctions and actions of police officers 
when he was breaking the rules, (2) an awareness of themselves that obeying traffic rules is very important 
for safety of themselves or others, and (3) the existence of mutual appreciation and respect between road 
users. Also, there are also several factors that cause students do not adhere to the law namely haste  (urgent 
or emergency and forced), and the forgotten factor. 




Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah 
penduduk terbanyak keempat di dunia. Total jumlah 
penduduk Indonesia untuk tahun 2012/2013 mencapai 
237.641.326 dengan rincian usia dibawah 15 tahun 
sebesar 68.603.263 (28,9%) dan untuk usia 15 tahun 
sampai dengan 64 tahun sebesar 157.053.11 (66,1%) 
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sedangkan untuk usia di atas 64 tahun sebesar 11.984.951 
(5,0%). Sebagai salah satu negara berkembang di dunia 
dengan jumlah penduduk yang menembus angka 200 juta,  
mengakibatkan dibutuhkannya sarana dan prasarana untuk 
menunjang mobilitas yang tinggi diantara penduduknya. 
Karena pada era globalisasi seperti saat ini transportasi 
merupakan sarana yang sangat penting dalam 
memperlancar kegiatan manusia. 
Berbagai jenis transportasi yang telah tercipta dewasa 
ini sangat memudahkan manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya, akan tetapi dari semua jenis transportasi, 
sepeda motor masih menjadi alat transportasi favorit di 
kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu sarana 
transportasi yang paling diminati, ada 6 (enam) alasan 
mengapa sepeda motor lebih banyak dimanfaatkan, yaitu: 
irit bahan bakar, harga jauh lebih murah, lebih mudah 
diperbaiki, dapat meluncur sepanjang jalan, dapat sampai 
lebih cepat, serta lebih ”Stylish”. 
(http://klik77.blogspot.com/2013/02/inilah-alasan-kenapa-
banyak-orang-yang.html) 
Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari Asosiasi 
Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Penjualan sepeda 
motor di Indonesia pada tahun 2011 bahkan melampaui 
penjualan di dua benua. Total penjualan sepeda motor di 
Eropa dan Amerika jika digabungkan tak mampu 
menandingi penjualan di Indonesia. Profil pengguna 
sepeda motor sebagian besar adalah golongan menengah 
bawah yang mencapai 56,5% dari total penduduk 
Indonesia.  
Seiring dengan banyaknya masyarakat yang 
memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi 
sehari-hari tidak diimbangi dengan sikap bertanggung 
jawab dan patuh atau taat terhadap etika berlalu lintas atau 
tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sehingga, banyak 
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Padahal dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 258 
telah dijelaskan bahwa :  
“Masyarakat wajib berperan serta dalam 
pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, 
pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, 
dan berpartisipasi dalam pemeliharaan 
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” 
Kepatuhan  hukum masyarakat terhadap etika berlalu 
lintas dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan sehari-hari banyak pengguna kendaraan 
sepeda motor yang menyalip kendaraan tanpa 
mengindahkan rambu-rambu atau marka jalan, 
mengemudikan kendaraan bermotor tidak dengan penuh 
konsentrasi karena sambil mengoperasikan telepon 
seluler, mendesain sepeda motornya tidak sesuai dengan 
standar pabrik bahkan  tidak melengkapi diri dengan SIM.   
Padahal SIM merupakan bukti kompetensi bagi 
seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan 
dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan dengan benar sesuai persyaratan yang 
ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ). Pelanggaran semacam ini sering 
kali dilakukan oleh pelajar. Dalam triwulan pertama tahun 
2012, mahasiswa dan pelajar mendominasi pelanggaran 
lalu lintas (lalin) di Surabaya. Jenis pelanggaran tertinggi 
karena pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 
(SIM) dengan jumlah 17.466 pelanggar, kemudian disusul 
pelangaran marka dengan jumlah 14.872 pelanggar dan 
pelanggraan rambu-rambu lalu lintas dengan jumlah 6.868 
pelanggar. (http://www.surabayapost.co.id) 
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasatlantas 
Polrestabes Surabaya, AKBP Asep Akbar  Hikmana, yang 
menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas menurut profesi 
masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa dengan 
jumlah pelanggar sebanyak 20.262 orang. Dimana posisi 
pelanggar menurut tingkat pendidikan secara berturut-
turut  masih didominasi pelajar SLTA sebanyak 24.098, 
SLTP sebanyak 17.122 dan mahasiswa sebanyak 8.704 
dengan jenis kendaraan masih didominasi kendaraan roda 
dua (R2) sebanyak 46.806.  
(http://www.surabayapost.co.id/?) 
Sementara itu  data Polrestabes Surabaya menyatakan 
perbandingan data kecelakaan selama Tahun 2012 tercatat 
1.131 kecelakaan, naik 1,07 % dari tahun sebelumnya. 
75% kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua dan 
fatalitas kecelakaan pengendaraa roda dua lebih tinggi. 
Tercatat, selama tahun 2012 korban meninggal 
pengendara R2 (roda dua) dan R4 (roda empat) sebanyak 
310 jiwa (turun dari tahun 2011). Korban luka berat 468 
jiwa (turun dari tahun 2011) dan luka ringan 831 jiwa 
(naik dari tahun 2011) dengan kerugian lebih banyak 
yakni sekitar Rp. 1,1 M (kerugian tahun 2008 sekitar Rp. 
850 juta). (http://www.surabayapagi.com/index.php?) 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelanggaran lalu lintas banyak yang dilakukan oleh 
kalangan pelajar dengan tingkat pendidikan secara 
berturut-turut  masih didominasi pelajar SLTA. Oleh 
karena itu, perilaku berkendara siswa yang sering 
melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas menarik 
untuk dikaji. Faktor menarik tersebut dapat dilihat dari 
tingkat kepatuhan siswa terhadap peraturan dalam berlalu 
lintas yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
LLAJ serta faktor yang menyebabkan pelajar mematuhi 
peraturan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang LLAJ . 
Karena begitu luasnya cakupan dalam UU No.22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, 
pada penelitian ini hanya akan dibatasi pada item-item 
etika berlalu lintas atau tata cara dalam berlalu lintas 




kendaraan  roda dua pelajar SMA Kartika IV-3 Surabaya 
yang meliputi menggunakan helm SNI, menggunakan 
jalur sebelah kiri, menggunakan kaca spion,  
menggunakan lampu petunjuk arah, mengemudi sesuai 
dengan kecepatan yang diperbolehkan,  memperlambat 
kecepatan pada tempat penyeberangan pejalan kaki/dekat 
sekolah/tempat keramaian atau pada persimpangan dan 
tikungan, menyalakan lampu utama pada siang maupun 
malam hari, memarkir dan menghentikan kendaraan, 
mengemudi dengan penuh konsentrasi,  memiliki surat 
ijin mengemudi, dan mematuhi rambu lalu lintas.  
Hasil observasi atau studi pendahuluan di SMA 
Kartika IV-3 Surabaya diperoleh data awal bahwa 
sebagian kendaraan siswa tidak dilengkapi dengan dua 
spion, serta ketika mengendarai motor sebagian dari siswa 
ada yang tidak menggunakan helm. Hal ini merupakan 
masalah yang sangat serius untuk dikaji dan diperhatikan 
agar menemukan alternatif yang positif untuk masa 
sekarang dan yang akan datang (observasi awal tanggal 5 
Februari 2013). 
Alasan dipilih responden dari siswa SMA Kartika IV-
3 Surabaya, hal ini dikarenakan siswa SMA Kartika IV-3 
Surabaya merupakan beberapa dari generasi muda yang 
berpendidikan dan sebagai bagian dari masyarakat yang 
mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketertiban 
lalu lintas yaitu dengan mematuhi segala peraturan lalu 
lintas yang bisa terwujud apabila siswa tersebut 
mempunyai kesadaran hukum. Alasan kedua peneliti 
mengambil responden siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya 
adalah bahwa baik siswa maupun siswi pada umumnya 
banyak yang berkendara dengan kendaraan bermotor 
untuk menuju ke sekolah mulai dari mereka yang 
bertempat tinggal dekat dengan sekolah sampai yang 
bertempat tinggal jauh dari sekolah. Alasan lainnya adalah 
karena di sekolah siswa juga diajarkan Mata Pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang di dalamnya 
mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. 
Berkaitan dengan hal ini maka sangat menarik sekali 
untuk meneliti tentang kepatuhan hukum siswa SMA 
Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas 
menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. 
Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana tingkat kepatuhan hukum siswa SMA 
Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?. 
Hipotesis yang diajukan peneliti pada penelitian ini bahwa 
tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 
Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih rendah. Menurut 
asumsi peneliti tingkat kepatuhan hukum siswa sangat 
dipengaruhi oleh sanksi yang ada dalam suatu peraturan.  
Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan 
berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 
menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 
keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang 
dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan 
sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani 
bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya 
(Prijadarminto, 2003).  
Sementara itu pengertian hukum sendiri menurut 
Immanuel Kant (dalam Kansil, 1989:36) adalah: 
“aturan tingkah laku para anggota masyarakat, 
aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu 
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan 
dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar 
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang 
melakukan pelanggaran itu”. 
Utrecht (dalam Kansil, 1989:38) memberikan batasan 
hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan 
peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-
larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan 
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 
Dengan demikian, kepatuhan atau ketaatan  hukum 
pada hakikatnya adalah serangkaian perilaku seseorang 
atau subjek hukum yang menunjukkan  nilai taat, patuh, 
setia, teratur dan tertib terhadap peraturan-peraturan 
(perintah-perintah dan larangan-larangan). Menurut Ali 
(1993:302) kepatuhan hukum atau ketaatan hukum adalah 
kesadaran hukum yang positif. Sementara itu 
ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan memiliki 
kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang 
dipunyainya adalah kesadaran hukum yang negatif. 
Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan 
kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. 
Hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang dimiliki oleh 
masyarakat belum menjamin masyarakat tersebut akan 
mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan 
(Ali: 1993:300).  
Menurut Soerjono, 1986:49-50, sitir pendapatnya L. 
Pospisil, 1971:200-201 (dalam Otje Salman:1989:53-55) 
ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat 
mematuhi hukum, antara lain: 
 
a) compliance, yaitu: 
“an overt acceptance induced by expectation of 
rewards and an attempt to avoid possible punishment – 
not by any conviction in the desirability of the enforced 
nile. Power of the influencing agent is based on 
‘means-control” and, as a consequence, the influenced 
person conforms only under surveillance”.  
 
Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan 
suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari 
hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila 
seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini 
sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada 
tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih 
didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. 
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Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila 
ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-
kaidah hukum tersebut. 
 
b)  Identification, yaitu: 
“an acceptance of a rule not because of its intrinsic 
value and appeal but because of a person’s desire to 
maintain membership in a group or relationship with 
the agent. The source of power is the attractiveness of 
the relation which the persons enjoy with the group or 
agent, and his conformity with the rule will be 
dependent upon the salience of these relationships”  
 
Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada 
bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar 
keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan 
baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk 
menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk 
patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-
hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan 
tergantung pada baik-buruk interaksi. 
 
c)  Internalization, yaitu: 
“the acceptance by an individual of a rule or behavior 
because he finds its content intrinsically rewarding … 
the content is congruent with a person’s values either 
because his values changed and adapted to the 
inevitable”. (Soekanto, 1986:49-50, sitir pendapatnya 
L. Pospisil, 1971:200-201):  
 
Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum 
karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai 
imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-
nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia 
mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses 
tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada 
motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan 
proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan 
dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari 
pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau 
pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini 
merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan 
itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan 
nilai-nilai yang dianut.  
Dari ketiga faktor tersebut, dapat berdiri sendiri dapat 
pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian 
dari ketiga faktor di atas. Berdasarkan konsep Kelman 
(dalam Achmad Ali,1993:348) seseorang dapat menaati 
suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu 
jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance, dan 
tidak karena identification atau internalization. Tetapi 
juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, 
berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan 
sekaligus. Selain karena aturan hukum tersebut memang 
cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga 
sekaligus dapat menghindari sanksi dan memburuknya 
hubungan baiknya dengan pihak lain. 
Dengan demikian, ternyata seseorang menaati hukum 
alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau 
takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan 
kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya 
jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja 
seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan 
individu lain atau tekanan kelompok. Juga mungkin saja, 
seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan 
hukum karena alasan moral personalnya (Ali,1993:345). 
Dengan demikian, dengan mengetahui adanya tiga 
jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar 
menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan 
tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan 
kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga 
masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat 
‘compliance’ atau ‘identification’ saja, berarti kualitas 
efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakain banyak 
yang ketaatannya ‘internalization’, maka semakin tinggi 
kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-
undangan itu (Ali, 1993:349). 
Ketiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat 
mematuhi hukum di atas oleh Soekanto (1985:255) 
dirumuskan kembali ke dalam tiga tahapan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepatuhan hukum , yaitu : 
 
a) Tahap Prakovensional 
Pada tahap ini manusia mematuhi hukum karena 
memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum 
itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini 
sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap 
kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia 
terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), 
dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau 
melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri). 
 
b) Tahap Konvensional 
Pada tahap ini tekanan diletakan pada pengakuan, 
bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam 
pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi 
dalam kenyataanya, bukan hal ini yang selalu terjadi 
karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua 
tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi 
seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan 
baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan 
pihak lain tadi. Dan tahap hukum dan ketertiban (hukum 
dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan 
dan kekuasaan tersebut diakui). 
 
c) Tahap Purna Konvensional 
Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena 
dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah 
hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau 
tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap 
kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum 
dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan 
stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya 
perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai 
dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada 
anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan 
refleksi dari etika). 




Secara teoritis, menurut Soekanto (1990:37-40) 
terdapat Golongan- golongan pemakai jalan yang 
mematuhi hukum, yaitu: 
a. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kekuatan 
fisik 
Golongan ini mematuhi hukum agar terhindar 
dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. 
Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan 
badaniah belaka. Akibatnya proses penegakkan 
hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas 
tertentu. Kepatuhan pada taraf ini merupakan taraf 
kepatuhan terendah, karena timbul dari kekuatan-
kekuatan yang dapat menjatuhkan hukuman 
badaniah. 
b. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan sifat 
hedonistik 
Golongan ini mematuhi hukum untuk kepuasan 
dirinya sendiri yang terlepas dari cita-cita keadilan. 
c. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan aspek 
interpersonal 
Golongan ini mematuhi hukum untuk 
memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan 
untuk menyenangkan pihak lain tersebut. 
d. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan hukum dan 
ketertiban 
Fokus hukum dan ketertiban, maka masalah 
kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang 
sangat penting dan menonjol. Hukum dipatuhi 
karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan 
kekuasaan tersebut diakui. 
e. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kontrak 
social 
Golongan ini mematuhi hukum karena hukum 
dianggap sebagai patokan yang dapat 
mempertahankan stabilitas dan memberikan 
kemungkinan pada terjadinya perubahan social. 
f. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan etika 
universal 
Golongan ini mematuhi hukum karena ada 
anggapan yang sangat kuat, bahwa hukum 
merupakan pencerminan dari etika (dalam arti 
sempit). Hukum dianggap sebagai refleksi dari hati 
nurani yang bersih atau dari kesusilaan. Kesusilaan 
tersebut dianggap sebagai dasar dari nilai, dengan 
demikian menghasilkan asas hukum. 
 
Teori Kepatuhan Hukum  
Menurut  Schuyt (dalam Rahardjo, 1986 : 174) hukum 
dipatuhi karena dipaksakan oleh sanksi, dan kepatuhan 
akan diberikan pula atas dasar persetujuan yang diberikan 
para anggota masyarakat terhadap hukum karena mereka 
memerlukannya. Menurut Tyler (dalam Saleh, 2004) 
terdapat dua perspektif dalam  literatur sosiologi 
mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut 
instrumental dan norrmatif. 
Perspektif instrumental mengasumsikan individu 
secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan 
tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang 
berhubungan dengan perilaku. Sementara itu dalam 
perspektif  norrmatif  berhubungan dengan apa yang 
orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan 
kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung 
mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan 
konsisten dengan norrma-norrma internal mereka. 
Komitmen norrmatif melalui moralitas personal  
(Nomorrmative commitment through morality) berarti 
mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap  
sebagai suatu keharusan, sementara itu komitmen 
norrmatif melalui legitimasi  (Nomorrmative commitment 
through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena 
otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk 
mendikte perilaku. 
 
Etika Berlalu Lintas 
Istilah etika berasal dari bahasa yunani kuno yakni 
ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: 
tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; 
kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan, sikap, cara 
berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat 
kebiasaan, (K. Bertens, 1992:4) 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988) 
(dalam K. Bertens, 1992:5) dirumuskan pengertian etika 
dalam tiga arti, yaitu sebagai berikut: 
1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, 
tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) 
2. Kumpulan azaz atau nilai yang berkenaan 
dengan akhlak atau pribadi seseorang. 
3. Nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut 
masyarakat 
Menurut  K. Bertens (1992:6) : 
“artian yang pertama, kata etika mempunyai 
arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Artian 
yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai 
moral atau kode etik. Sementara itu artian yang 
ketiga, etika bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai 
dan norma-norma moral yang menjadi pegangan 
bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 
mengatur tingkah lakunya.” 
Zubair (1995:94) menuturkan etika dipandang sebagai 
suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang 
dapat dipakai untuk menanggapi atau menialai perbuatan. 
Menerangkan tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa 
yang harus dilakukan, dan memungkinkan kita untuk 
mengukur dengan apa yang seharusnya terjadi. 
Dari penjelasan mengenai berbagai macam pengertian 
etika di atas, etika dapat dipahami sebagai ilmu atau nilai 
yang mengatur suatu perbuatan atau tingkah laku baik-
buruk atau benar-salah manusia dalam kehidupannya. 
Akan tetapi, etika dalam penelitian ini merujuk pada 
pengertian etika pada artian ketiga dalam KBBI terbitan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988) yakni 
nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut 
masyarakat. Menurut Bertens (1992:6) nilai yang 
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mengenal benar dan salah yang dianut masyarakat adalah 
nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 
pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 
mengatur tingkah lakunya.  
Lalu lintas sendiri menurut Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 pasal 1 angka 2 didefiniskan sebagai gerak 
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan 
demikian, yang dimaksud dari etika berlalu lintas dalam 
penelitian ini ialah nilai yang mengenal benar dan salah 
yang dianut masyarakat atau pedoman sikap atau 
peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lainnya dalam berlalu lintas. Nilai-nilai yang 
menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang 
dalam mengatur tingkah lakunya dalam hal ini yakni 
tingkah laku dalam berlalu lintas, atau dapat dikatakan 
etika berlalu lintas merupakan tata cara berlalu lintas yang 
baik dan benar dalam berlalu lintas yang tidak melanggar 
dan atau bertentangan dengan undang-undang lalu lintas 
dan angkutan jalan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009). 
Berikut ini etika berlalu lintas yang wajib diketahui 
sekaligus diterapkan, yang diuraikan oleh  Hermawan 
(dalam http://www.lalulintasjakarta.com)  antara lain: 
(1) Persiapan berangkat, yakni mengecek 
seluruh komponen kendaraan; (2) Mengemudi 
kendaraan (menggunakan helm SNI, 
menggunakan jalur jalan sebelah kiri, 
menggunakan kaca spion,  menggunakan lampu 
penunjuk arah (sein), menjaga jarak aman dengan 
kendaraan di depan, mengemudi  sesuai 
kecepatan yang diperbolehkan, memperlambat 
kecepatan pada tempat penyeberangan pejalan 
kaki, dekat sekolah, tempat keramaian pada 
persimpangan dan tikungan, menyalakan lampu 
utama pada siang maupun malam hari); (3) 
Menyalip dan Melewati Kendaraan Lain; (4) 
Berpapasan Dengan Kendaraan Lain; (5) 
Membelok; (6) Berlalu Lintas Di Persimpangan;  
(7) Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api 
dan Jalan; (8) Memarkir Dan Menghentikan 
Kendaraan; (9) Mengemudi Dengan Penuh 
Konsentrasi; (10) Memiliki Surat Ijin 




Jenis penelitian model deskriptif. Waktu penelitian 
dilaksanakan ialah selama penelitian berlangsung, mulai 
dari pengajuan judul sampai penyusunan hasil penelitian 
yakni mulai bulan Desember – Agustus 2013.  
Populasi yang digunakan adalah siswa SMA Kartika 
IV-3 Surabaya kelas X dan XI, sedangkan untuk 
penentuan jumlah sampel yaitu 85  siswa. digunakan 
teknik Proportioanate Stratified Random Sampling karena 
populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan 
berstrata secara proposional (Sugiono, 2010: 120). 
Dengan menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari 
populasi dengan taraf kesalahan 25% yang jumlah 









Variable dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan 
hukum siswa terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
meliputi: (1) Angket, Angket atau kuesioner adalah teknik 
pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah 
pertanyaan tertulis kepada responden (siswa kelas X dan 
XI) mengenai kepatuhan siswa terhadap etika berlalu 
lintas dan faktor yang mendorong siswa mematuhi etika 
berlalu lintas. Jenis angket yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah angket semi terbuka, karena 
pertanyaan mengenai kepatuhan siswa terhadap etika 
berlalu lintas pada angket disediakan 4 (empat ) pilihan 
jawaban  yakni selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak 
pernah. Selain itu responden juga diperintahkan untuk 
mengemukakan alasan dari pemilihan salah satu dari 
empat alternatif  jawaban yang disediakan.  
(2) Dokumentasi, metode dokumentasi dalam 
penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 
berkaiatan dengan data jumlah siswa SMA Kartika IV-3 
Surabaya dan beberapa foto dokumentasi terkait kondisi 
kendaraan siswa. 
Teknik analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan 
hasil dan kesimpulan dari data yang dianalisis, adapun 
teknik analilisis data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan rumus : 
 
P ꞊    n    × 100% 
         N 
 
Keterangan : 
P : Hasil akhir dalam prosentase 
n :  Nilai realita hasil dalam angket  
N : Nilai Terapan, yaitu jumlah responden dikalikan 
nilai tertinggi.  (Surakhmad,1990:54) 
Untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum siswa, 
maka digunakan skala penilaian (Riduwan, 2007:15) 
yaitu: 
76%-100% = Tinggi 
51%-75%  = Cukup Patuh 
26%-50%  = Kurang Patuh 
0%- 25%   = Rendah 
Strata 1 (kelas X) = 150/339 x 85 = 38 
Strata 2 (kelas XI) = 189/339 x 85 = 47 
                                                         = 85 
 
 






Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya adalah siswa 
yang menempuh pendidikan pada jenjang menengah atas 
di SMA Kartika IV-3 Surabaya. Jumlah siswa SMA 
Kartika IV-3 Surabaya pada tahun pelajaran 2012/2013 
adalah 565 siswa yang terdiri dari kelas X yang tersebar 
dalam 5 kelas yang berjumlah 150 siswa yang terdiri dari 
77 siswa laki-laki dan 73 siswi perempuan,  kelas XI yang 
tersebar dalam 6 kelas yang berjumlah 189 siswa yang 
terdiri dari 103 siswa laki-laki dan 86 siswi perempuan, 
dan kelas XII yang tersebar dalam 7 kelas yang berjumlah 
226 yang terdiri dari 114 siswa laki-laki dan 112 siswi 
perempuan. Di dalam penelitian ini populasi yang 
digunakan adalah siswa kelas X dan siswa kelas XI yang 
berjumlah 339 siswa.  
Berdasarkan hasil angket yang disebarkan ke dalam 
85 responden, dapat diketahui bahwa jumlah responden 
keseluruhan yang terdiri dari kelas X dan XI adalah 85 
responden, dimana pada kelas X berjumlah 38 responden 
terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan 
sementara itu pada kelas XI berjumlah 47 responden 
terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. 
Sementara itu, jumlah responden siswa berdasarkan usia 
yakni sebanyak 45 (52,94%) responden berada pada usia 
17 tahun, sementara itu 27 (31,76%) responden berada 
pada usia 16 tahun, 12 (14,12%) responden berada pada 
usia 15 tahun, sementara itu sisanya 1 (1,18%) responden 
berada pada usia 18 tahun. 
Berdasarkan hasil perolehan angket penelitian yang 
disebarkan kepada 85 responden, ditemukan hasil 
penelitian seperti di bawah ini: 
  
Tabel 1 
Kepatuhan Siswa Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
 
No. Variabel Skor Kategori 
Tingkat 
Kepatuhan 
1. Memakai helm SNI 74,22% Cukup patuh 
2. Menggunakan Jalur 
Sebelah Kiri 
73,82% Cukup patuh 
3. Menggunakan kaca 
spion untuk 
memantau kendaraan 
di belakang ketika  
berbelok, pindah 
jalur atau menyalip. 
64,61% Cukup patuh 
4. Menyalakan lampu 
sein ketika berbelok, 
pindah jalur atau 
menyalip. 
69,18% Cukup patuh 
5. Menggunakan 
kecepatan yang 
75% Cukup patuh 
diperbolehkan. 
6. Perlambat kecepatan 
pada tempat 
penyeberangan 





73,09% Cukup patuh 
7. Menyalakan lampu 
utama pada siang hari 




8. Memarkir dan 
menghentikan 
kendaraan ketika ada 
rambu-rambu 
dilarang parkir atau 
berhenti. 
75,15% Cukup patuh 





52,35% Cukup patuh 
10. Kepemilikan SIM 47,06% Kurang patuh 
11. mematuhi rambu-
rambu lalu lintas 
75,88% Tinggi 
 
Pada perilaku memakai helm SNI sebesar 74.21% 
(dalam kategori cukup patuh). Pada perilaku ini dibagi 
menjadi tiga indikator yaitu (1) menggunakan helm 
ketika mengendarai sepeda motor yang memperoleh 
prosentase sebesar 69,41% (dalam kategori cukup patuh).  
Ada beberapa alasan yang diberikan responden terkait 
dengan jawaban selalu menggunakan helm ketika 
mengendarai sepeda motor yakni 21,18% responden 
beralasan agar tidak ditilang oleh polisi atau 4,71% 
responden beralasan untuk mematuhi peraturan yang 
berlaku dan 2,35% responden beralasan untuk keamanan 
diri sendiri; terkait dengan jawaban sering menggunakan 
helm ketika mengendarai sepeda motor yakni 15,29% 
responden beralasan tergantung tujuan yang dituju, jika 
tujuannya dekat tidak memakai helm, 3,53% responden 
lain beralasan untuk menjaga keselamatan, dan 2,35% 
responden beralasan jika dijalan tidak ada polisi sering 
melepas helm; selanjutnya untuk alasan  kadang-kadang 
ada 40% responden yang beralasan jika tujuannya dekat, 
kadang-kadang tidak memakai helm, 10,59% responden 
beralasan memakai helm membuat kepala panas atau 
gerah jadi kadang-kadang tidak memakai helm 
 (2) Perilaku menggunakan Helm SNI sebesar 
84,12% (dalam kategori tinggi). Ada beberapa alasan 
yang diberikan responden terkait dengan jawaban selalu 
menggunakan Helm SNI yakni 24,71% responden 
beralasan karena kualitasnya baik dan 5,88% responden 
beralasan karena nyaman untuk dipakai serta 27,06% 
responden beralasan  karena sesuai dengan peraturan 
yang diharuskan menggunakan helm SNI. Untuk jawaban 
sering ada 15,29% responden beralasan jika 
menggunakan helm sendiri SNI tetapi jika meminjam 
milik orang lain, menggunakan helm seadanya; untuk 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 
jawaban kadang-kadang ad 22,35% responden yang 
beralasan mereka kadang-kadang memakai helm 
seadanya, yang penting memakai helm; sedangkan untuk 
jawaban tidak pernah ada 1,18% responden yang 
beralasan tidak pernah memakai helm SNI karena tidak 
memiliki. 
(3) Perilaku meminta orang yang dibonceng untuk 
menggunakan helm sebesar 69,12%, (dalam kategori 
cukup patuh).  Alasan  yang diberikan responden 
responden terkait dengan jawaban selalu meminta orang 
yang dibonceng untuk menggunakan helm yaitu 10,59% 
responden takut ditilang polisi serta 7,06% responden 
beralasan untuk menjaga keselamatan orang yang 
dibonceng. Untuk jawaban sering ada 10,59% responden 
yang beralasan melihat tujuannya, jika dekat tidak 
memakai helm dan 3,53% responden beralasan jika jalan 
yang dilalui jarang ada polisi biasanya sering tidak 
memakai helm; untuk jawaban kadang-kadang ada 28,24 
% responden beralasan menyesuaikan jalan yang akan 
dilewati jalan raya atau bukan dan 12,94% responden 
beralasan terserah yang dibonceng. 
Sementara itu, perilaku menggunakan jalur 
sebelah kiri diperoleh prosentase sebesar 73,82% (dalam 
kategori cukup patuh). Alasan yang dikemukakan 
responden terkait dengan jawaban selalu  menggunakan 
jalur sebelah kiri yakni 21,18% responden beralasan agar 
tidak ditilang dan 9,41% responden beralasan karena 
sesuai dengan peraturan serta 4,71% responden beralasan 
supaya aman atau tidak tertabrak kendaraan roda 4.  
Untuk jawaban sering ada 17,65% responden yang 
beralasan jika jalur sebelah kiri macet, sering pindah 
menggunakan jalur sebelah kanan dan ada 7,06% 
responden beralasan kalau jalur sebelah kanan sepi, sering 
menggunakan jalur sebelah kanan lebih cepat; untuk 
jawaban kadang-kadang ada 21,18% responden beralasan 
jika sedang mengendarai sepeda motor dengan pelan 
kadang-kadang  menggunakan jalur sebelah kiri, 16,47% 
responden lain beralasan lebih suka jalur sebelah kanan 
karena jalur cepat, sisanya 2,35% responden beralasan 
kadang lupa menggunakan jalur sebelah kiri. 
Perilaku menggunakan kaca spion untuk 
memantau kendaraan di belakang ketika  berbelok, pindah 
jalur atau menyalip diperoleh prosentase sebesar 64,61% 
yang masuk dalam kategori cukup patuh. Perilaku ini 
dibagi ke dalam tiga indikator yaitu (1) menggunakan 
kaca spion untuk memantau kendaraan di belakang ketika  
berbelok diperoleh prosentase sebesar 70% (dalam 
kategori cukup patuh). Ada beberapa alasan terkait 
menggunakan kaca spion untuk selalu memantau 
kendaraan di belakang ketika  berbelok  yakni 24,71% 
responden beralasan biar tidak tertabrak dari belakang dan 
7,06% responden beralasan menggunakan kaca spion agar 
tidak menengok. Untuk jawaban sering ada 18,82% 
responden yang beralasan supaya tidak terserempet; untuk 
jawaban kadang-kadang ada 43,53% responden beralasan 
kadang-kadang lupa dan 3,53% responden beralasan 
sudah menyalakan sein, dengan demikian tidak perlu 
melihat spion; untuk jawaban tidak pernah ada masing-
masing 1,18% responden tidak pernah  menggunakan 
kaca spion untuk selalu memantau kendaraan di belakang 
ketika  berbelok karena sepeda motornya tidak dipasangi 
spion dan spionnya kecil, jadi tidak bisa digunakan. 
(2) Perilaku menggunakan kaca spion untuk 
memantau kendaraan di belakang ketika hendak pindah 
jalur diperoleh prosentase sebesar 54,12% (dalam kategori 
cukup patuh).  Ada beberapa alasan terkait menggunakan 
kaca spion untuk selalu memantau kendaraan di belakang 
ketika  pindah jalur  yakni 17,65% responden beralasan 
untuk menjaga keselamatan supaya tidak  tertabrak. Untuk 
jawaban sering ada 36,47% responden beralasan supaya 
mengetahui ada kendaraan lain atau tidak yang dekat 
dengan kendaraan yang kita kendarai; untuk jawaban 
kadang-kadang ada 10,59% responden berlasan kadang-
kadang lupa, 9,41% responden beralasan karena sudah 
menyalakan sein, dengan demikian tidak perlu melihat 
spion lagi, dan sisanya 4,71% responden berlasan kadang-
kadang menggunakan kaca spion untuk selalu memantau 
kendaraan di belakang ketika  pindah jalur jika berkendara 
di jalan raya saja. 
(3) Perilaku menggunakan kaca spion untuk 
memantau kendaraan di belakang ketika hendak menyalip 
atau mendahului kendaraan lain diperoleh prosentase 
sebesar 69,71% (dalam kategori cukup patuh).  Ada 
beberapa alasan terkait menggunakan kaca spion untuk 
selalu memantau kendaraan di belakang ketika  hendak 
menyalip atau mendahului kendaraan lain   yakni 
30,59%responden beralasan untuk menjaga keselamatan. 
Untuk jawaban sering ada 10,59% responden beralasan 
karena lebih suka menoleh langsung daripada melihat 
spion dan 9,41% responden beralasan mereka sering 
menggunakan kaca spion untuk selalu memantau 
kendaraan di belakang ketika  hendak menyalip atau 
mendahului kendaraan lain jika tidak terburu-buru. Untuk 
jawaban kadang-kadang ada 21,18% responden beralasan 
kadang terburu-buru dan tidak sempat dan ada 21,18% 
responden lain beralasan lebih suka menoleh langsung; 
untuk jawaban tidak pernah  ada masing-masing 1,18% 
responden berlasan sepeda motornya tidak dipasangi 
spion dan spion yang terpasang di sepeda motornya kecil, 
jadi tidak bias digunakan. 
Pada perilaku menyalakan lampu sein ketika 
berbelok, pindah jalur atau menyalip diperoleh prosentase 
sebesar 69,18% yang masuk dalam kategori cukup patuh. 
Perilaku ini dibagi ke dalam 3 indikator yaitu (1) Perilaku 
menyalakan lampu sein ketika berbelok, diperoleh 
prosentase sebesar 64,61% (dalam kategori cukup patuh). 
Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden 
terkait dengan jawaban selalu menyalakan lampu sein 




ketika berbelok yakni 18,82% responden beralasan agar 
pengendara lain tahu, jika kita akan berbelok.  Untuk 
jawaban sering ada 27,09% responden yang beralasan 
supaya tidak tertabrak dari belakang; untuk jawaban 
kadang-kadang ada 52,94% responden beralasan  karena 
kadang-kadang lupa. 
(2) Perilaku menyalakan lampu sein ketika hendak 
pindah jalur diperoleh presentase 72,35% (dalam kategori 
cukup patuh). Ada beberapa alasan yang dikemukakan 
responden terkait dengan jawaban selalu yakni ada 
37,65% responden yaitu  agar pengendara lain tahu, kita 
hendak pindah jalur.; untuk pertanyaan sering ada 14,12% 
responden beralasan supaya tidak terserempet; untuk 
jawaban  kadang-kadang ada 32,94% responden beralasan 
kadang-kadang lupa dan 15,29% responden  beralasan 
kadang terburu-buru sehingga tidak sempat. 
(3) Perilaku perilaku menyalakan lampu sein ketika 
hendak menyalip atau mendahului kendaraan lain  
diproleh presentase sebesar 70,59% (dalam kategori 
cukup patuh. Ada beberapa alasan yang dikemukakan 
responden terkait dengan jawaban selalu yakni 35,29% 
responden beralasan supaya aman dan tidak ditabrak atau 
diserempet kendaraan lain; untuk jawaban sering ada 
11,76% responden beralasan supaya kendaraan lain tahu 
kita akan menyalip; untuk jawaban kadang-kadang ada 
12,94% responden beralasan jika dalam keadaan sepi 
biasanya tidak menyalakan lampu sein dan 4% responden 
beralasan lupa. 
Sedangkan perilaku menggunakan kecepatan yang 
diperbolehkan diperoleh prosentase sebesar 75% (dalam 
kategori cukup patuh). Ada beberapa alasan yang 
dikemukakan responden terkait dengan jawaban selalu 
yakni ada 5,88% responden beralasan lebih suka 
mengebut; untuk jawaban sering ada 7,06% responden 
beralasan sering mengemudikan kendaraan bermotor 
dengan kecepatan tinggi jika terburu-buru; untuk jawaban 
kadang-kadang ada 52,94% responden yang beralasan jika 
sedang terburu-buru atau terlambat datang ke sekolah, 
10,59% responden beralasan tergantung kondisi jalan, jika 
jalannya sepi dan aspalnya mulus kadang-kadang suka 
mengendarai dengan kecepatan tinggi, dan sisanya 4,71% 
responden berlasan kadang-kadang karena takut di 
klakson oleh pengendara lain karena berkendara pelan; 
untuk jawaban tidak pernah ada 18,82% responden tidak 
pernah mengemudikan kendaraan bermotor dengan 
kecepatan tinggi atau berbalapan dengan kendaraan lain 
karena mereka takut mengalami kecelakaan.  
Untuk perilaku merperlambat kecepatan pada tempat 
penyeberangan pejalan kaki, dekat sekolah, tempat 
keramaian pada persimpangan dan tikungan diperoleh 
prosentase sebesar 73,09% yang masuk dalam kategori 
cukup patuh. Pada perilaku ini dibagi dalam empat 
indikator yakni (1) Perilaku memperlambat kendaraan 
ketika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki akan 
menyeberang diperoleh prosentase sebesar 85% (dalam 
kategori tinggi).   
Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden 
terkait dengan jawaban selalu memperlambat kendaraan 
ketika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki akan 
menyeberang yakni 43,53% responden beralasan karena 
memberi kesempatan pada pejalan kaki dan 7,06% 
responden beralasan supaya tidak terserempet.; untuk 
jawaban sering ada 38,82% responden beralasan karena 
supaya tidak menabrak pejalan kaki; untuk jawaban 
kadang-kadang ada 10,59% responden beralasan kadang-
kadang terburu-buru dan tidak memperlambat kendaraan. 
(2) Perilaku memperlambat kendaraan ketika 
memasuki kawasan dekat sekolah  diperoleh prosentase 
sebesar 55% (dalam kategori cukup patuh),  ada beberapa 
alasan yang dikemukakan responden terkait dengan 
jawaban selalu memperlambat kendaraan ketika 
memasuki kawasan dekat sekolah  yakni ada 7,06% 
responden beralasan mereka memperlambat kendaraan 
karena takut jika tiba-tiba ada yang menyeberang.; untuk 
jawaban sering ada 5,88% responden beralasan karena 
biasanya ada polisi tidurnya; untuk jawaban kadang-
kadang ada 87,06% responden beralasan sedang terburu-
buru kadang-kadang tidak memperlambat kendaraan 
ketika memasuki kawasan dekat sekolah . 
(3) Perilaku memperlambat kendaraan ketika 
mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta 
api diperoleh presentase 66,76% (dalam kategori cukup 
patuh), ada beberapa alasan yang dikemukakan responden 
terkait dengan jawaban selalu ada 12,94% responden 
berlasan untuk menjaga keamanan dan 1,18% responden 
beralasan trauma pernah hampir tertabrak; untuk jawaban 
sering ada 38,82% responden beralasan untuk menjaga 
keelamatan; untuk jawaban kadang-kadang ada 43,53% 
responden beralasan jika terburu-buru kadang-kadang 
tidak memperlambat kendaraan ketika mendekati 
persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api dan 
3,53% responden beralasan kadang-kadang 
dipersimpangan yang ada palangnya jarang 
memperlambat. 
(4) Perilaku memperlambat kendaraan ketika 
mendekati tikungan diperoleh prosentase sebesar 85,58%  
(dalam kategori tinggi), ada beberapa alasan yang 
dikemukakan responden terkait dengan jawaban selalu, 
ada 18,82% responden beralasan karena takut selip dan 
41,18% responden beralasan karena tikungan sangat 
rawan/bahaya; untuk jawaban sering ada 22,53% 
responden beralasan takut menabrak kendaraan lain; 
untuk jawaban kadang-kadang ada 10,59% responden 
beralasan kadang-kadang terburu-buru, jadi tidak 
memperlambat, dan 7,06% responden beralasan jika 
tikungan sepi kadang-kadang tidak memperlambat. 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 
Untuk perilaku menyalakan lampu utama pada siang 
hari dan malam hari diperoleh prosentase sebesar 86,33% 
yang masuk dalam kategori tinggi. Perilaku ini dibagi 
menjadi dua indikator yakni (1) Perilaku menyalakan 
lampu pada siang hari diperoleh prosentase sebesar 
72,65% (dalam kategori cukup patuh) ada beberapa alasan 
yang dikemukakan responden terkait dengan jawaban 
selalu yakni 35,29% responden beralasan supaya tidak 
ditilang polisi dan 1,18% responden beralasan karena 
lampu kendaraannya tidak bias mati; untuk jawaban 
sering ada 38,82% responden beralasan kalau di jalan raya 
saja menyalakan lampu; untuk jawaban kadang-kadang 
ada 2,35% responden beralasan lupa dan 1,18% 
responden beralasan jika ke luar kota saja; untuk jawaban 
tidak pernah ada 21,18% responden beralasan malas, 
buang-buang accu. 
(2) Perilaku menyalakan lampu pada malam hari 
diperoleh prosentase sebesar 100% (dalam kategori 
tinggi) dengan 5,88% responden beralasan menaati 
peraturan/supaya tidak ditilang polisi dan 92,94% 
responden beralasan supaya dapat melihat jalan. 
Pada perilaku memarkir dan menghentikan kendaraan 
ketika ada rambu-rambu dilarang parkir atau berhenti,  
diperoleh prosentase sebesar 75,15% yang masuk dalam 
kategori cukup patuh. Perilaku ini dibagi dalam dua 
indikator yakni (1) Perilaku memarkir dan menghentikan 
kendaraan ketika ada rambu-rambu dilarang parkir 
diperoleh prosentase sebesar 82,94% (dalam kategori 
tinggi). Ada beberapa alasan yang dikemukakan 
responden terkait dengan jawaban sering yakni ada 
14,12% responden beralasan jika sedang darurat atau 
keadaan sangat mendesak; untuk jawaban kadang-kadang 
ada 40% responden beralasan dalam keadaan darurat atau 
mendesak dan tidak ada polisi; untuk jawaban tidak 
pernah memarkir kendaraan di depan rambu-rambu 
dilarang parkir ada 43,53% responden tidak pernah 
memarkir kendaraan di depan rambu-rambu dilarang 
parkir dengan alasan takut ditilang dan 2,35% responden 
beralasan takut dimarahi orang.  
(2) Perilaku menghentikan kendaraan di depan 
rambu-rambu dilarang berhenti diperoleh presentase 
sebesar 67,35% (dalam kategori cukup patuh). Ada 
beberapa alasan yang dikemukakan responden terkait 
dengan jawaban sering yakni 37,65% responden beralasan 
jika sedang darurat/keadaan sangat mendesak; untuk 
jawaban kadang-kadang ada 55,29% responden beralasan 
jika sedang darurat/keadaan mendesak, misalnya ada 
telfon penting; untuk jawaban tidak pernah ada 7,06% 
responden yang beralasan  tidak pernah menghentikan 
kendaraan di depan rambu-rambu dilarang berhenti karena 
takut ditilang. 
Pada perilaku mengemudi dengan tidak 
mengoperasikan ponsel (telfon/sms) dan mengantuk 
diperoleh prosentase sebesar 52,35% yang masuk dalam 
kategori cukup patuh. Perilaku ini dibagi dalam dua 
indikator yakni (1) Perilaku mengemudi dengan tidak 
mengoperasikan ponsel (telfon/sms) diperoleh prosentase 
sebesar 43,82% (dalam kategori kurang patuh) Ada 
beberapa alasan yang dikemukakan oleh para responden 
terkait dengan jawaban sering yakni ada 50,59% 
responden beralasan jika ada telfon atau sms; untuk 
jawaban kadang-kadang ada 31,76% responden beralasan 
jika ada keperluan penting saja; untuk jawaban tidak 
pernah mengemudi dengan tidak mengoperasikan ponsel 
(telfon/sms) yaitu 14,12% responden beralasan karena 
takut mengganggu konsentrasi dan celaka serta 3,53% 
responden beralasan karena takut handphonenya terjatuh. 
(2) Perilaku mengemudi dalam keadaan mengantuk 
diperoleh prosentase sebesar 60,88% (dalam kategori 
cukup patuh). Ada beberapa alasan yang dikemukakan 
oleh para responden terkait dengan jawaban sering yakni 
ada 58,82% responden beralasan karena terpaksa, harus 
dating ke sekolah meskipun dalam keadaan mengendarai 
sepeda motor dengan mengantuk; untuk jawaban kadang-
kadang ada 38,82% responden beralasan jika dalam 
keadaan terpaksa, jika tidak ada yang mengantar; untuk 
jawaban tidak pernah ada  2,35% responden tidak pernah 
mengemudi dalam keadaan mengantuk karena takut 
celaka, dan berpendapat lebih baik minta diantar jemput. 
Pada perilaku kepemilikan SIM diperoleh prosentase 
sebesar 47,06% (dalam kategori kurang patuh). Ada 
beberapa alasan yang dikemukakan oleh para responden 
terkait dengan jawaban selalu yakni ada 16,47% 
responden beralasan karena takut ditilang polisi; untuk 
jawaban sering ada 5,88% responden beralasan takut 
ditilang polisi dan 1,18% responden beralasan jika 
jaraknya dekat, biasanya tidak membawa SIM; untuk 
jawaban kadang-kadang ada 20% responden beralasan 
jika jarak yang dituju dekat, kadang-kadang tidak 
membawa dan 4,71% responden berlasan karena lupa 
membawa; untuk jawaban tidak pernah ada 44,71% 
responden beralasan karena 44,71% sehingga belum 
memiliki SIM dan 7,06% responden beralasan belum 
memiliki SIM.  
Sedangkan pada perilaku mematuhi rambu-rambu 
lalu lintas diperoleh prosentase sebesar 75,88% (dalam 
kategori tinggi). Ada beberapa alasan yang dikemukakan 
oleh para responden terkait dengan jawaban sering 
melanggar rambu-rambu lalu lintas yakni ada 16,47% 
responden beralasan sering melanggar rambu-rambu lalu 
lintas jika sedang terburu-buru; untuk jawaban kadang-
kadang melanggar rambu-rambu lalu lintas ada 63,53% 
responden berlasan jawaban kadang-kadang melanggar 
rambu-rambu lalu lintas jika tidak ada polisi; untuk 
jawaban tidak pernah, ada 20% responden yang tidak 




pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas karena takut 
ditilang polisi. 
Dengan demikian, hasil prosentase keseluruhan yang 
diperoleh berkaitan dengan beberapa item etika berlalu 
lintas jika dirata-rata diperoeh rata-rata sebesar 70,25% di 
mana tingkat kepatuhan siswa terhadap etika berlalu lintas 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masuk 
dalam kategori cukup patuh. 
 
PEMBAHASAN 
Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 
Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Berdasarkan hasil perolehan angket penelitian yang 
disebarkan kepada 85 responden, ditemukan bahwa 
tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 
Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 masuk dalam kategori  
cukup patuh. Hasil ini merujuk pada hasil prosentase 
tingkat kepatuhan yang diperoleh responden terhadap 
masing-masing item etika berlalu lintas yang meliputi, 
memakai helm SNI sebesar 74.21% (dalam kategori 
cukup patuh). Ada beberapa alasan yang diberikan 
responden terkait dengan menggunakan helm yakni 
21,18% responden beralasan agar tidak ditilang oleh polisi 
atau 4,71% responden beralasan untuk mematuhi 
peraturan yang berlaku dan 2,35% responden beralasan 
untuk keamanan diri sendiri. 
Selanjutanya tentang alasan responden menggunakan 
helm SNI yakni 24,71% responden beralasan karena 
kualitasnya baik dan 5,88% responden beralasan karena 
nyaman untuk dipakai serta 27,06% responden beralasan  
karena sesuai dengan peraturan yang diharuskan 
menggunakan helm SNI. Selain itu responden juga 
meminta orang yang dibonceng untuk menggunakan helm 
karena 10,59% responden takut ditilang polisi serta 7,06% 
responden beralasan untuk menjaga keselamatan orang 
yang dibonceng. 
Pada perilaku menggunakan jalur sebelah kiri 
diperoleh prosentase sebesar 73,82% (dalam kategori 
cukup patuh). Alasan yang dikemukakan responden yakni 
21,18% responden beralasan agar tidak ditilang dan 
9,41% responden beralasan karena sesuai dengan 
peraturan serta 4,71% responden beralasan supaya aman 
atau tidak tertabrak kendaraan roda 4. 
Untuk perilaku menggunakan kaca spion untuk 
memantau kendaraan di belakang ketika  berbelok, pindah 
jalur atau menyalip diperoleh prosentase sebesar 64,61% 
(dalam kategori cukup patuh). Ada beberapa alasan terkait 
menggunakan kaca spion untuk memantau kendaraan di 
belakang ketika  berbelok  yakni 24,71% responden 
beralasan biar tidak tertabrak dari belakang dan 7,06% 
responden beralasan menggunakan kaca spion agar tidak 
menengok. Terkait menggunakan kaca spion untuk 
memantau kendaraan di belakang ketika hendak pindah 
jalur 17,65% responden beralasan untuk menjaga 
keselamatan supaya tidak  tertabrak, dan untuk perilaku 
menggunakan kaca spion untuk memantau kendaraan di 
belakang ketika hendak menyalip/mendahului kendaraan 
lain 30,59% responden beralasan untuk menjaga 
keselamatan. 
Pada perilaku menyalakan lampu sein ketika 
berbelok, pindah jalur atau menyalip diperoleh prosentase 
sebesar 69,18% (dalam kategori cukup patuh); ada 
beberapa alsan yang dikemukakan responden terkait 
dengan menyalakan lampu sein ketika berbelok yakni 
18,82% responden beralasan agar pengendara lain tahu, 
jika kita akan berbelok. Untuk perilaku menyalakan 
lampu sein ketika hendak pindah jalur 37,65% responden 
beralasan agar pengendara lain tahu, kita hendak pindah 
jalur. Serta untuk perilaku perilaku menyalakan lampu 
sein ketika hendak menyalip atau mendahului kendaraan 
lain 35,29% responden beralasan supaya aman dan tidak 
ditabrak/diserempet kendaraan lain. 
 Pada perilaku menggunakan kecepatan yang 
diperbolehkan diperoleh prosentase sebesar 75% (dalam 
kategori cukup patuh), ada 18,82% responden tidak 
pernah mengemudikan kendaraan bermotor dengan 
kecepatan tinggi atau berbalapan dengan kendaraan lain 
karena mereka takut mengalami kecelakaan.  
Untuk perilaku memperlambat kecepatan pada 
tempat penyeberangan pejalan kaki, dekat sekolah, tempat 
keramaian pada persimpangan dan tikungan diperoleh 
prosentase sebesar 73,09% (dalam kategori cukup patuh). 
Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden terkait 
memperlambat kecepatan pada tempat penyeberangan 
pejalan kaki yakni 43,53% responden beralasan karena 
memberi kesempatan pada pejalan kaki dan 7,06% 
responden beralasan supaya tidak terserempet. Untuk 
perilaku memperlambat kendaraan ketika memasuki 
kawasan dekat sekolah ada 7,06% responden beralasan 
mereka memperlambat kendaraan karena takut jika tiba-
tiba ada yang menyeberang.  
Untuk perilaku memperlambat kendaraan ketika 
mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta 
api, 12,94% responden berlasan untuk menjaga keamanan 
dan 1,18% responden beralasan trauma pernah hampir 
tertabrak. Sementara itu untuk perilaku memperlambat 
kendaraan ketika mendekati tikungan 18,82% responden 
beralasan karena takut selip dan 41,18% responden 
beralasan karena tikungan sangat rawan/bahaya. 
Pada perilaku menyalakan lampu pada siang hari 
diperoleh prosentase sebesar 72,65% (dalam kategori 
cukup patuh) dan ada beberapa alasan yang dikemukakan 
oleh responden yakni 35,29% responden beralasan supaya 
tidak ditilang polisi dan 1,18% responden beralasan 
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karena lampu kendaraannya tidak bias mati. Sementara itu 
pada perilaku menyalakan lampu pada malam hari 
diperoleh prosentase sebesar 100% (dalam kategori 
tinggi) dengan 5,88% responden beralasan menaati 
peraturan/supaya tidak ditilang polisi dan 92,94% 
responden beralasan supaya dapat melihat jalan. 
 Pada perilaku memarkir dan menghentikan 
kendaraan ketika ada rambu-rambu dilarang parkir atau 
berhenti diperoleh prosentase sebesar 75% (dalam 
kategori cukup patuh). Ada beberapa alasan yang 
dikemukakan responden terkait dengan memarkir 
kendaraan di depan rambu-rambu dilarang parkir, 43,53% 
responden tidak pernah memarkir kendaraan di depan 
rambu-rambu dilarang parkir dengan alasan takut ditilang 
dan 2,35% responden beralasan takut dimarahi orang. 
Terkait dengan menghentikan kendaraan di depan rambu-
rambu dilarang berhenti ada 7,06% responden yang 
beralasan  tidak pernah menghentikan kendaraan di depan 
rambu-rambu dilarang berhenti karena takut ditilang. 
Pada perilaku mengemudi dengan tidak 
mengoperasikan ponsel (telfon/sms) dan mengantuk 
diperoleh prosentase sebesar 62,06% (dalam kategori 
cukup patuh). Ada beberapa alasan yang dikemukakan 
oleh para responden terkait dengan mengemudi dengan 
tidak mengoperasikan ponsel (telfon/sms) yaitu 14,12% 
responden beralasan karena takut mengganggu 
konsentrasi dan celaka serta 3,53% responden beralasan 
karena takut handphonenya terjatuh. Sementara itu terkait 
dengan perilaku mengemudi dalam keadaan mengantuk 
ada 2,35% responden tidak pernah mengemudi dalam 
keadaan mengantuk karena takut celaka, lebih baik minta 
diantar jemput. 
Untuk perilaku kepemilikan SIM diperoleh 
prosentase sebesar 47,06% (dalam kategori kurang patuh). 
Ada 16,47% responden yang selalu membawa Surat Izin 
Mengemudi (SIM) ketika mengendarai sepeda motor 
karena takut ditilang polisi. Sementara itu untuk perilaku 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas diperoleh prosentase 
sebesar 75,88% (dalam kategori tinggi). Ada sekitar 20% 
responden yang tidak pernah melanggar rambu-rambu lalu 
lintas karena takut ditilang polisi. 
Dengan demikian, hasil prosentase keseluruhan yang 
diperoleh berkaitan dengan beberapa item etika berlalu 
lintas jika dirata-rata diperoeh rata-rata sebesar 70,25% di 
mana tingkat kepatuhan siswa terhadap etika berlalu lintas 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masuk 
dalam kategori cukup patuh. 
Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor 
penyebab kepatuhan atau ketaatan siswa SMA Kartika 
IV-3 Surabaya dalam mematuhi etika berlalu lintas. 
Pertama, rasa takut terhadap sanksi dan tindakan petugas 
kepolisian yang akan diterima bila melanggar peraturan 
lalu lintas. Misalnya sebanyak 18 atau 21,18% responden 
patuh atau taat menggunakan helm ketika mengendarai 
sepeda motor supaya tidak ditilang polisi, 30 atau 35,29% 
responden patuh atau taat untuk menyalakan lampu pada 
siang hari supaya tidak ditilang polisi, 22 atau 25,88%  
responden patuh atau taat untuk membawa Surat Izin 
Mengemudi (SIM) ketika mengendarai sepeda motor 
karena takut ditilang polisi, dan 17 atau 20% responden 
patuh atau taat untuk tidak melanggar rambu-rambu lalu 
lintas karena takut ditilang polisi. 
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schuyt 
(dalam Rahardjo, 1986:174) bahwasanya hukum dipatuhi 
karena dipaksakan oleh sanksi. Sanksi atau hukuman yang 
dimaksud dalam hal ini adalah bentuk tilang yang 
dilakukan polisi kepada pengendara yang melanggar 
peraturan lalu lintas. Dengan demikian, para responden 
berusaha untuk tidak melanggar paeraturan lalu lintas 
yang telah diciptakan karena takut terhadap sanksi yang 
akan dijatuhkan. 
Kedua, karena adanya kesadaran dari diri sendiri 
bahwa menaati peraturan lalu lintas sangat penting untuk 
keselamatan diri sendiri maupun orang lainnya. Misalnya 
sebanyak  5 atau 5,88% responden patuh atau taat untuk 
menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor 
karena untuk keselamatan diri sendiri,  29 atau 34,12% 
responden patuh atau taat untuk meminta orang yang 
dibonceng menggunakan helm karena untuk menjaga 
keselamatan penumpang. 16 atau 18,82% responden patuh 
atau taat untuk tidak mengemudikan sepeda motor dengan 
kecepatan tinggi atau berbalapan dengan kendaran 
bermotor yang lain karena takut mengalami kecelakaan, 
dan 44 atau 51,76% responden patuh atau taat 
untumemperlambat kendaraan ketika mendekati  
persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api karena 
untuk menjaga keselamatan. 
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schuyt 
(dalam Rahardjo, 1986:174) bahwasanya kepatuhan akan 
diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan para 
anggota masyarakat terhadap hukum karena mereka 
memerlukannya. Hukum dipatuhi karena adanya 
kesadaran dalam diri responden bahwa mereka 
memerlukan hukum sebagai seperangkat peraturan untuk 
menjaga kepentingan mereka, kepentingan dalam hal ini 
yaitu keselamatan diri sendiri maupun orang lain. 
Selain itu seperti apa yang telah dikemukakan oleh 
Tyler (dalam Saleh, 2004) tentang perspektif dalam 
kepatuhan hukum, maka faktor kepatuhan yang kedua ini 
termasuk ke dalam perspektif instrumental yang mana 
individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi 
dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang 
berhubungan dengan perilaku, kepentingan pribadi dalam 
hal ini adalah kepentingan akan keselamatan diri dalam 
berkendara. 




Ketiga, sikap saling menghargai dan menghormati 
antar pengguna jalan. Misalnya sebanyak  37 atau 43,53% 
responden selalu memperlambat kendaraan ketika melihat 
dan mengetahui ada pejalan kaki akan menyeberang 
karena ingin memberi kesempatan pada pejalan kaki. 
 Faktor ketiga ini yakni sikap saling menghargai dan 
menghormati antar pengguna jalan menunjukkan tentang 
apa yang dikemukakan oleh Tyler (dalam Saleh, 2004) 
yang dimaksud dengan kepatuhan hukum dalam 
perspektif normative yakni bahwa kepatuhan hukum 
siswa berhubungan dengan apa yang orang anggap 
sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan 
pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi 
hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan 
norrma-norrma internal mereka, dimana komitmen 
normative yang terjadi melalui moralitas personal 
personal  (Nomorrmative commitment through morality). 
Dengan demikian, siswa mematuhi hukum karena 
menurut mereka hal tersebut suatu keharusan. 
Selain ditemukan beberapa faktor penyebab 
kepatuhan atau ketaatan hukum siswa juga ditemukan 
beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan atau 
ketidaktaatan siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam 
mematuhi etika berlalu lintas. Pertama, faktor terburu-
buru misalnya sebanyak 18 atau 21,18% responden 
kadang-kadang sedang terburu-buru dengan demikian 
tidak sempat untuk melihat kaca spion untuk memantau 
kendaraan ketika hendak menyalip/mendahului kendaraan 
lain, 6 atau 7,06% responden sering mengemudikan 
sepeda motor dengan kecepatan tinggi atau berbalapan 
dengan kendaran bermotor yang lain karena terburu-buru, 
14 atau 16,47% responden sering melanggar rambu-
rambu lalu lintas karena sedang terburu-buru. 
Kedua, keadaan mendesak/darurat dan terpaksa 
misalnya 12 atau 14,12% responden sering memarkir 
kendaraan di depan rambu-rambu dilarang parkir karena 
sedang darurat/keadaan sangat mendesak (ada kerusakan 
sepeda atau ada sms/telfon penting), 43 atau 50,59% 
respoden sering mengemudi sepeda motor sambil 
mengoperasikan HP karena ada telfon atau sms. 
 Ketiga, keadaan lupa misalnya 45 atau 52,94% 
responden kadang-kadang lupa untuk menyalakan lampu 
sein (reteng) ketika hendak berbelok. Keempat, faktor lain 
seperti 47 atau 55,29% responden kadang-kadang tidak 
patuh atau tidak taat untuk menggunakan helm ketika 
mengendarai sepeda motor dengan alasan jika tujuan yang 
dituju dekat, kadang-kadang tidak memakai helm, 9 atau 
10,59% responden  kadang-kadang tidak patuh atau tidak 
taat untuk menggunakan helm ketika mengendarai sepeda 
motor karena menurut mereka menggunakan helm 
membuat kepala gerah/panas, 
Dengan demikian, dapat diberikan kesimpulan bahwa 
faktor yang berperan besar dalam ketidakpatuhan atau 
ketidaktaatan siswa terhadap etika berlalu lintas menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah faktor 
terburu-buru, faktor keadaan (mendesak/darurat dan 




Faktor-faktor Mematuhi Peraturan Dalam 
Berlalu Lintas 
Pertanyaan yang ditanyakan: 






Faktor compliance 57 67,06% 
Faktor identification 8 9,41% 
Faktor internalization 3 3,53% 
Faktor compliance  dan 
identification 
11 12,94% 
Faktor  compliance  dan 
internalization  
- - 








Berdasarkan hasil angket, faktor siswa dalam 
mematuhi hukum diketahui prosentase terbesar yakni 57 
atau 67,06% responden mematuhi hukum dengan alasan 
karena takut ditilang polisi. Prosentase terbesar berikutnya 
yakni  11 atau 12,94% responden mematuhi hukum 
karena tidak ingin terkena tilang polisi serta menghormati 
pengguna jalan yang lain. 8 atau 9,41% responden 
mematuhi peraturan karena menghormati pengguna jalan 
yang lain. 6 atau 7,06% responden mematuhi hukum 
karena selain ingin menjaga hubungan baik dengan 
kelompok (masyarakat sesama pengemudi) serta supaya  
ada hubungan baik dengan polisi dan karena peraturan-
peraturan dalam berlalu lintas sesuai dengan nilai dalam 
diri atau peraturan tersebut benar dan merupakan refleksi 
(gambaran) dari hati nurani yang baik. Terakhir sebanyak 
3 atau 3,53% responden mematuhi hukum karena 
peraturan-peraturan dalam berlalu lintas sesuai dengan 
nilai dalam dirinya. 
Dengan melihat prosentase faktor yang 
melatarbelakangi siswa mematuhi hukum atau kualitas 
ketaatan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya di atas 
dapat dilihat bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009.  
Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kualitas kepatuhan atau ketaatan hukum siswa 
SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih 
banyak yang dipengaruhi oleh faktor compliance atau 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 
ingin menghindari diri dari hukuman atau sanksi dalam 
hal ini menghindari tilang yakni sebesar 57 atau 67,06%. 
Selain itu juga ada sebanyak 11 atau 12,94% responden 
yang patuh pada aturan atau perundang-undangan dalam 
berlalu lintas karena dilatarbelakangi oleh dua faktor 
yakni faktor compliance dan faktor Identification yakni 
karena tidak ingin terkena tilang polisi serta menghormati 
pengguna jalan yang lain.  
Oleh karena itu dari kualitas ketaatan atau kepatuhan 
hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika 
berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 dapat disimpulkan kualitas efektivitas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih rendah, hal ini 
sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Ali, 1993:349), 
bahwa semakin banyak warga masyarakat yang menaati 
suatu aturan  hukum atau perundang-undangan hanya 
dengan ketaatan yang bersifat ‘compliance’ atau 
‘identification’ saja, berarti kualitas efektivitas berlakunya 
suatu aturan hukum atau perundang-undangan masih 
rendah; sebaliknya semakain banyak yang ketaatannya 
‘internalization’, maka semakin tinggi kualitas efektivitas 
berlakunya suatu aturan hukum atau perundang-undangan 
itu. 
Selain itu dengan melihat kualitas kepatuhan hukum 
yang diperoleh dari hasil menyebarkan angket yakni 
kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya 
yang mana banyak yang dipengaruhi oleh faktor 
compliance atau ingin menghindari diri dari hukuman 
atau sanksi dalam hal ini menghindari tilang yakni sebesar 
57 atau 67,06%. Maka berdasarkan pendapat Soekanto 
(1985:255) dapat disimpulkan kepatuhan hukum siswa 
SMA Kartika IV-3 Surabaya masuk dalam kepatuhan 
tahap prakonvensional yakni tahap kekuatan fisik yaitu 
seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari 
penjatuhan hukuman atau sanksi negatif.  
Serta masih menurut Soekanto (1990:37-40) siswa 
SMA Kartika IV-3 Surabaya dapat digolongkan sebagai 
pemakai jalan yang mematuhi hukum berdasarkan 
kekuatan fisik. Akibatnya proses penegakkan hukum 
harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu. 
Hal ini dibuktikan dengan perolehan angket sebanyak 54 
atau  63,53%  responden menjawab kadang-kadang  
melanggar rambu-rambu lalu lintas ketika mengendarai 




1. Tingkat kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika 
IV-3 Surabaya masuk dalam kategori cukup 
patuh, Karena sebagian besar siswa dalam berlalu 
lintas sudah cukup patuh berkendara sesuai 
dengan etika berlalu lintas dalam Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan. Namun, dengan tingkat kepatuhan 
yang cukup patuh tersebut tidak berarti Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 berlaku efektif, 
karena dengan melihat kualitas kepatuhan hukum 
siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika 
berlalu lintas yang banyak yang dipengaruhi oleh 
faktor compliance atau ingin menghindari diri 
dari hukuman atau sanksi maka, efektivitas 
berlakunya suatu aturan hukum atau perundang-
undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 masih rendah. 
2. Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 
Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
dipengaruhi oleh 3 faktor yakni pertama, rasa 
takut terhadap sanksi dan tindakan petugas 
kepolisian yang akan diterima bila melanggar 
peraturan lalu lintas, kedua, kesadaran dari diri 
sendiri bahwa menaati peraturan lalu lintas sangat 
penting untuk keselamatan diri sendiri maupun 
orang lainnya, ketiga, sikap saling menghargai 
dan menghormati antar pengguna jalan. 
3. Sebagian Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya 
tidak patuh terhadap etika berlalu lintas karena 
dipengaruhi oleh 4 faktor yakni faktor terburu-
buru, faktor keadaan (mendesak/darurat dan 
terpaksa), dan faktor lupa. 
 
Saran 
1. Guna meningkatkan Kepatuhan Hukum siswa 
SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika 
berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 maka diharapkan kepada siswa 
agar lebih banyak menggali informasi tentang 
peraturan lalu lintas demi keselamatan dan 
ketertiban saat berkendara.  
2. Kepada pihak sekolah, diharapkan dapat 
melaksanakan pembelajaran keselamatan 
berkendara seperti yang telah dicetuskan dalam 
piagam PBB tentang pentingnya keselamatan 
berkendara, khususnya untuk guru mata 
pelajaran PPKn diharapkan dapat 
mengintegrasikan pendidikan tentang etika 
berlalu lintas kepada siswa, supaya siswa 
memperoleh pengetahuan tentang tata cara 
berlalu lintas yang baik dan benar dalam 
berkendara. 
3. Kepada pihak yang berwajib (Polisi) diharapkan 
dapat bekerjasama dengan sekolah untuk 
membantu mensosialisasikan etika berlalu lintas 
yang baik dan benar kepada siswa, dengan 
mengadakan ekstrakulikuler PKS (Patroli 
Keamanan Sekolah) yang langsung dibimbing 




oleh salah satu perwakilan polisi yang datang ke 
sekolah. Hal ini dapat dijadikan salah satu 
tindakan lanjutan dalam program terbaru polisi 
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